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Sistem Pemerintahan

Indonesia

Dalam Perspektif Kajian Lama dan Baru

Konsep pemerintahan di dalamnya terkandung makna yaitu:
sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan
oleh suatu objek (badan atau lembaga) untuk mencapai tujuan
daripada negara. Kondisi sistem pemerintahan yang ideal
mensyaratkan terbentuknya keselarasan, keseimbangan dan
keserasian antara pemerintah dan yang diperintah melalui
kesepahaman dan keterbukaan yang intensif diantara kedua

pihak.

Pemerintahan  dipandang sebagai  sistemn  karena
pemerintahan merupakan rangkaian inter: s Zari berbagal
komponen. Komponen yang satu dengan yzi2 ain saling

berhubungan dan saling ketergantungan. Anak cabang dari

sistem pemerintahan menjadi induk rangkaian berikutnya.

Seluruh interelasi, interaksi dan interpendensi tersebut

dimaksudkan untuk mencapai tujuan sistem, memelihara
va, serta menyesuaikan dirinya dengan perubahan yang
ual dengan tuntutan zaman.

Suxu ini menelaah rangkaian objek yang terkandung dalam
nemerintahan Indonesia yang secara garis besar merupakan
pokok-pokok penting pada rangkaian-rangkaian sistem
pemerintahan yang meliputi perkembangan dari masa ke masa
sehingga memudahkan untuk memahami ruang lingkup sistem
pemerintahan Indonesia secara mendasar.
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